Matrik Tabulasi Perbandingan 3 (Tiga) Regulasi Terkait Pemanfaatan Ruang Laut untuk Mendukung Wisata Bahari di Kawasan Konservasi Pulau Gilimatra                   di Provinsi NTB

I. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor: 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
1.1. Position Rules
	Pasal
	Posisi
	Penanggungjawab

	24 (2)
	Penetap Tim Pelaksana Persiapan Penyusunan Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada RTRW
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (“Menteri”)

	59
	Penetap tim penyusun RZWP-3-K
	Ditetapkan Gubernur

	120
	Penerbit dan Pencabut Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL
	Menteri

	130 (2)
	Penerbit Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL
	Direktur Jenderal

	164 (1)
	Penilai Pelaksanaan KKPRL
	Menteri

	165
	Pembatal KKPRL yang tidak sesuai akibat adanya perubahan RTR dan/atau RZ
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	170
	Penilai perwujudan RTR dan/atau RZ
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	173 (4)
	Penilai untuk pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
	Tim dan dapat melibatkan pakar

	173 (5)
	Penetap tim penilai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
	Menteri 

	174 (1)
	Pemberi insentif nonfiskal kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	177 (4)
	Penetap Indikator Penilaian Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K
	Menteri 

	177 (5)
	Pembentuk tim penilai Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	178 (5)
	Pemberi Publikasi sebagai Insentif Nonfiskal
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	179 (1)
	Pemberi disinsentif nonfiskal
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	182 (2)
	Auditor Tata Ruang
	Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian

	185
	Pengena Sanksi Administratif
	Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan

	191 (1)
	Pembina Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
	Pemerintah Pusat

	195 (1)
	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	Menteri

	207 (3)
	Penyelenggara Satuan Pendidikan dalam rangka Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

	208 (1)
	Penetap Pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
	Gubernur

	208 (2)
	Penetap pendirian satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

	209 (1)
	Penetap pembukaan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
	Gubernur

	209 (2)
	Penetap pembukaan program studi pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan
	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

	211
	Pelaksana pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	Pendidik dan tenaga kependidikan.

	214
	Pelaksana kepelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	Pelatih dan pengelola pelatihan

	218
	Peserta latih
	Masyarakat, tenaga kerja, pencari kerja, dan aparatur di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

	228
	Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	Pemerintah Pusat dan/atau lembaga akreditasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	233 (2)
	Pengembang profesi perencana Tata Ruang Laut
	Menteri

	233 (6)
	Pengembangan keprofesian berkelanjutan
	Organisasi profesi

	233 (8)
	Pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut
	Menteri

	240 (3)
	Pelaksana peninjauan kembali
	Kementerian

	240 (4)
	Penyusun Materi Teknis
	Pemerintah Daerah



1.2. 
 Boundary Rules
	Pasal
	Subjek
	Posisi
	Tata Cara

	24
	Kementerian/lembaga terkait dan pakar
	Tim Pelaksana Persiapan Penyusunan Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada RTRW
	Ditetapkan Menteri

	39 (2)
	Kementerian/lembaga terkait dan pakar
	Tim Pelaksana Persiapan Penyusunan Materi Teknis Muatan Ruang Perairan pada RTR KSN
	Ditetapkan Menteri

	59
	Diketuai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan
	Tim penyusun RZWP-3-K
	Ditetapkan Gubernur dan diketuai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

	59 (5)
	Organisasi perangkat daerah yang terkait dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
	Koordinasi penyusunan RZWP-3-K
	-

	164 (3)
	Tim dan melibatkan pakar
	Penilaian Pelaksanaan KKPRL
	Dibentuk oleh Menteri

	174
	Dapat melibatkan pakar
	Tim Penilai Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif
	Ditetapkan Menteri

	177 (5)
	-
	Tim penilai Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K
	Dibentuk Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian




1.3.  Choice Rules (Hak dan Kewajiban)
	Posisi
	Hak dan Kewajiban
	Pasal

	Kementerian
	Pelaksana peninjauan kembali
	240 (3)

	Menteri
	Menetapkan Tim Pelaksana Persiapan Penyusunan Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada RTRW
	24 (2)

	
	Menerbitkan dan mencabut Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL
	120

	
	Menilai Pelaksanaan KKPRL
	164 (1)

	
	Membatalkan KKPRL yang tidak sesuai akibat adanya perubahan RTR dan/atau RZ (sesuai pendelegasian)
	165

	
	Menilai perwujudan RTR dan/atau RZ (sesuai pendelegasian)
	170

	
	Menetapkan tim penilai pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
	173 (5)

	
	Memberikan insentif nonfiskal kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (sesuai pendelegasian)
	174 (1)

	
	Menetapkan Indikator Penilaian Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K
	174 (4)

	
	Membentuk tim penilai Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K (sesuai pendelegasian)
	177 (5)

	
	Memberi publikasi sebagai Insentif Nonfiskal (sesuai pendelegasian)
	178 (5)

	
	Memberikan disinsentif nonfiskal (sesuai pendelegasian)
	179 (1)

	
	Mengaudit Tata Ruang (sesuai pendelegasian)
	182 (2)

	
	Mengenakan Sanksi Administratif (sesuai pendelegasian)
	185

	
	Mengkoordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	195 (1)

	
	Mengembangkan profesi perencana Tata Ruang Laut
	233 (2)

	
	Memberikan lisensi perencana Tata Ruang Laut
	233 (8)

	Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
	Menetapkan pembukaan program studi pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan
	
	209 (2)

	Gubernur
	Menetapkan tim penyusun RZWP-3-K
	59

	
	Membatalkan KKPRL yang tidak sesuai akibat adanya perubahan RTR dan/atau RZ (sesuai pendelegasian)
	165

	
	Menilai perwujudan RTR dan/atau RZ (sesuai pendelegasian)
	170

	
	Menetapkan Indikator Penilaian Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K
	174 (4)

	
	Membentuk tim penilai Penghargaan KKPRL yang sejalan dengan tujuan Pengelolaan WP3K (sesuai pendelegasian)
	177 (5)

	
	Memberi publikasi sebagai Insentif Nonfiskal (sesuai pendelegasian)
	178 (5)

	
	Memberikan disinsentif nonfiskal (sesuai pendelegasian)
	179 (1)

	
	Mengaudit Tata Ruang (sesuai pendelegasian)
	182 (2)

	
	Mengenakan Sanksi Administratif (sesuai pendelegasian)
	185

	
	Menetapkan Pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
	208 (1)

	
	Menetapkan pembukaan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
	209 (1)

	Direktur Jenderal
	Menerbitkan Persetujuan atau Konfirmasi KKPRL
	130 (2)

	Tim dan dapat melibatkan pakar
	Melakukan penilaian untuk pemberian insentif dan pengenaan disinsentif
	173 (4)

	Pemerintah Pusat
	Membina Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
	191 (1)

	
	Menyelenggarakan Satuan Pendidikan dalam rangka Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	207 (3)

	
	Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	228

	Lembaga akreditasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	228



	Pemerintah Daerah
	Menyelenggarakan Satuan Pendidikan dalam rangka Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	207 (3)

	
	Menyusun Materi Teknis
	240 (4)

	Masyarakat
	Penyelenggara Satuan Pendidikan dalam rangka Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	207 (3)

	Pendidik dan tenaga kependidikan.
	Pelaksana pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	211

	Pelatih dan pengelola pelatihan
	Pelaksana kepelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut
	214



1.4.   Aggregation Rules
	Pasal
	Bunyi

	186
	Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf e pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

	187
	(1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi. 
(3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa. 
(4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa. 
(5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa. 
(6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang Laut terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada forum Penataan Ruang Laut.

	188
	Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut melalui forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




1.5.   Information Rules
	Pasal
	Bunyi

	230
	(1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf f merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu. 
(2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

	231
	(1) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf g upaya untuk memublikasikan berbagai aspek dalam Penataan Ruang Laut. 
(2) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




1.6.   Scope Rules
	Pasal
	Bunyi

	-
	-




1.7.    Pay-Off Rules
	Pasal
	Bunyi

	173
	(1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c bertujuan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
(2) Kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
b. memberikan dampak positif dan manfaat terhadap upaya meningkatkan perkembangan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, dan Masyarakat;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga kelestarian lingkungan dan sesuai dengan peruntukan;
d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
e. kegiatan industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik bruto; dan/atau
f. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik.
(3) Kriteria pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu ketertiban lingkungan, dan memberikan peluang kepada Masyarakat luas untuk melanggar aturan; dan/atau
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berdampak eksternalitas negatif. 
(4) Penilaian untuk pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh tim dan dapat melibatkan pakar. 
(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

	174
	(1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dapat memberikan insentif nonfiskal kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. fasilitasi Persetujuan; 
b. penyediaan prasarana dan sarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi.

	175
	(1) Fasilitasi Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut.
(2) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:
a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
b. perikanan budidaya menetap;
c. pergaraman; atau 
d. wisata bahari, yang menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau nilainya tidak lebih dari rata-rata upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota di tempat berdomisili setelah dibagi dengan jumlah anggota keluarga.
(3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitasi Persetujuan diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal untuk permukiman di atas air.
(4) Pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
(5) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri atau gubernur.
(6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
(7) Lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan persyaratan: 
a. administrasi, yaitu: 
1. fotokopi kartu identitas diri, berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
2. surat keterangan domisili camat, lurah, atau kepala desa; atau
3. surat keterangan usaha dari camat, lurah, atau kepala desa.
b. teknis, berupa surat usulan yang menunjukkan daftar nama Orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan
c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
1. metode atau cara yang digunakan dalam berusaha;
2. daftar prasarana dan sarana yang digunakan; dan
3. waktu dan intensitas operasional.
(8) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Persetujuan secara komunal.

	176
	(1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada daerah di sekitar lokasi Persetujuan. 
(2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan/atau bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	177
	(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pemegang Persetujuan dan Konfirmasi yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang sejalan dengan tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. 
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian. 
(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai berdasarkan indikator. 
(4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. 
(5) Menteri dan/atau gubernur membentuk tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan pendelegasiannya.

	178
	(1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lokasi yang telah mendapat Persetujuan dan Konfirmasi. 
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta digital. 
(4) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan secara daring. 
(5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.

	179
	(1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dapat memberikan disinsentif nonfiskal kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
(2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau 
b. pengenaan biaya dampak pembangunan terhadap kegiatan yang dibatasi dan menimbulkan eksternalitas negatif. 
(3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

	180
	(1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut menimbulkan dampak negatif pemanfaatan ruang.
(2) Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang dirugikan.
(3)  Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerugian materiil yang mempengaruhi secara langsung. 
(4) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban kompensasi dan/atau besaran imbalan sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi

	181
	(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	182
	(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR dan/atau RZ yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
(2) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
(3) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.
(4) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 juga dikenakan kepada setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau RZ.
(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

	183
	Perbuatan tidak menaati RTR dan/atau RZ yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan tidak mematuhi  ketentuan  Pemanfaatan  Ruang  dalam  RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5) meliputi:
a. Pemanfaatan	Ruang	yang	tidak	memiliki	KKPRL; dan/atau
b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan KKPRL.

	184
	Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap Orang yang:
a. menghalangi atau menutup akses terhadap lokasi/ kawasan/zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
b. menggunakan dokumen Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi yang tidak sah;
c. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
d. tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
e. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ; dan/atau
f. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang mengganggu Ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.


	185
	(1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan/atau audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

































	II. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat


	Rule In Use
	KepmenKP 34/2022

	Position Rules
	Diktum Kelima
“Menunjuk direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.”
	Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut: 

Melakukan pengelolaan Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

	Boundary Rules
	Diktum Kelima
“Menunjuk direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut untuk melakukan pengelolaan Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.”
	Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut: 

Melakukan pengelolaan Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

	Choice Rules
	-

	Aggregation Rules
	-

	Information Rules
	-

	Scope Rules
	-

	Pay-Off Rules
	-



III. 

III. Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 - 2042

 
	Rule-in-Use
	Kepdirjen 62/2023

	
	Pasal
	Penanggungjawab
	Posisi

	Position Rules
	Diktum Ketiga
“Dalam melaksanakan operasional pengelolaan Kawasan
Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili
Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, satuan unit
organisasi pengelola menyusun rencana pengelolaan dan
laporan tahunan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan
sebagaimana dimaksud diktum KESATU..”
	satuan unit organisasi pengelola
	Penyusun rencana pengelolaan dan laporan tahunan yang mengacu pada Rencana Pengelolaan

	
	Latar Belakang (Lampiran Hal 3)
	Departemen Kehutanan
	Pengelola Taman Wisata Alam Laut Gili Matra (Berdasarkan Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 85/KPTS-II/1993)

	
	Latar Belakang (Lampiran Hal 3)
	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
Kupang, Nusa Tenggara Timur)
	Pengelola Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra (Berita Acara Serah Terima Nomor: BA.01/Menhut- IV/2009 – BA.108/MEN.KP/III/2009)

	
	Lampiran
	1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
3. Pemerintah Kecamatan
4. Pemerintah Desa
5. Masyarakat
6. Dinas terkait (BKSDA, DLH, Dinas Pariwisata dan lainnya)
7. Universitas
8. NGO; dan 
9. pihak Swasta. 
	kemitraan dengan instansi terkait pengawasan, penelitian, rehabilitasi ekosistem penting, pemantauan pemanfaatan Kawasan konservasi, serta menginisiasi kemitraan dengan instansi atau sektor swasta untuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan.

	
	Detail terlampir pada tabel lampiran

	Boundary Rules
	Subjek
	Tata Cara

	
	Pengelolaan Kawasan Konservasi memerlukan keterlibatan bukan hanya BKKPN Kupang sebagai SUOP melainkan juga multipihak, terutama mereka yang memanfaatkan kawasan konservasi. 

	Keterlibatan tersebut dilakukan lewat mekanisme kemitraan yang merupakan pintu masuk bagi para pemangku kepentingan untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi. Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan mekanisme kemitraan telah diatur sesaui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 21/PERMEN-KP/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

	Choice Rules
	Detail terlampir pada tabel lampiran

	Aggregation Rules
	Tidak ada

	Scope Rules
	Tahapan
	Tujuan

	
	penyusunan dokumen rencana pengelolaan KK Pulau Gili Matra
	acuan dan panduan dalam: 
1. Pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Perlindungan dan pelestarian kawasan;
3. Pemanfaatan kawasan sesuai dengan zonasinya; dan
4. Mengevaluasi efektivitas pengelolaan kawasan.

	
	Perlu strategi pengelolaan yang spesifik untuk ekosistem padang lamun
	meningkatkan kondisi sumber daya lamun

	
	RPJMD Kabupaten Lombok Utara 2021-2026 dalam Misi 4

Ditetapkan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah, meningkatkan penanaman modal/investasi dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan sumber pendanaan daerah termasuk mendukung kawasan perikanan Pulau Lombok, meliputi: Gili Indah dan sekitarnya dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017-2037.
	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi inklusif

	
	Pembuatan Zona Rehabilitasi
	memusatkan kegiatan rehabilitasi yang sebelumnya telah banyak dilaksanakan di dalam kawasan KK Pulau Gili Matra sehingga harapannya akan memudahkan pemantauan dan pengelolaannya

	
	Kawasan Konservasi
	tidak hanya untuk melindungi atau melestarikan ekosistem beserta sumber daya alam dan biota dilindungi yang ada, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui pemanfaatan kawasan yang berkelanjutan

	
	Pengelolaan KK Pulau Gili Matra
	mempertahankan dan meningkatkan kualitas ekosistem penting di dalam kawasan konservasi serta pemanfaatan Kawasan konservasi yang berkelanjutan. Tujuan pengelolaan tersebut mengacu pada target konservasi yang telah ditetapkan dari hasil review rencana zonasi yang telah ditetapkan pada KK Pulau Gili Matra yaitu terumbu karang, ikan karang dan lamun.

	
	Penetapan KK Pulau Gili Matra
	perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan.

	
	Skema monitoring dan evaluasi terhadap target konservasi dan target pengelolaan
	penyediaan data rutin dari tahun ke tahun yang mencakup aspek ekologi, aspek pemanfaatan dan aspek sosial, ekonomi dan budaya.

	Pay-Off Rules
	Pengaturan Rencana Sumber Pembiayaan meliputi APBN, APBD, dan Mitra
*Terdapat pada tabel lampiran

	Information Rules
	Detail terlampir pada tabel lampiran
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Pasal  Posisi  Penanggungjawab  

24 (2)  Penetap Tim Pelaksana  Persiapan Penyusunan Materi  Teknis Muatan Ruang Laut pada  RTRW  Menteri  yang menyelenggarakan urusan   pemerintahan di bidang kelautan dan  perikanan   ( “Menteri”)  

59  Penetap t im penyusun RZWP - 3 - K  Ditetapkan Gubernur  

120  Penerbit dan Pencabut  Persetujuan atau Konfirmasi  KKPRL  Menteri  

130 (2)  Penerbit Persetujuan atau  Konfirmasi KKPRL  Direktur Jenderal  

164 (1)  Penilai Pelaksanaan KKPRL  Menteri  

165  Pembatal KKPRL yang tidak  sesuai  akibat adanya perubahan  RTR dan/atau R Z  Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian  

170  Penilai perwujudan RTR  dan/atau RZ  Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian  

173 (4)  Penilai untuk pemberian insentif  dan pengenaan disinsentif  Tim dan dapat melibatkan pakar  

173 (5)  Penetap tim penilai pemberian  insentif dan pengenaan  disinsentif  Menteri   

174 (1)  Pemberi insentif nonfiskal  kepada pemegang  Persetujuan  atau Konfirmasi yang   melaksanakan kegiatan  Pemanfaatan Ruang Laut  Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian  

177 (4)  Penetap Indikator Penilaian  Penghargaan KKPRL yang  sejalan dengan tujuan  Pengelolaan WP3K  Menteri   

177 (5)  Pembentuk tim penilai  Penghargaan KKPRL yang  sejalan dengan tujuan  Pengelolaan WP3K  Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian  

178 (5)  Pemberi Publikasi sebagai  Insentif Nonfiskal  Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian  

179 (1)  Pemberi disinsentif nonfiskal  Menteri atau Gubernur sesuai pendelegasian  

